[bookmark: _Toc136894035]BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 [bookmark: _Toc136894036]Penelitian Sebelumnya
Penelitian Sebelumnya adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian sebelumnya yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji :
[bookmark: _Toc134989782]Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Sebelumnya

	No.
	Judul Penelitian
	Persamaan
	Perbedaan

	1.
	“Evaluasi Program Area Traffic Control System di kota Bandung”.
Penulis : Ani Triani, Budiman Rusli, Bonti, Universitas Padjajaran Bandung, 2021.
	· Penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis sama-sama meneliti evaluasi program ATCS
· Penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif
	· Lokasi penelitian penulis di Kota Cirebon, sedangkan lokasi penelitian sebelumnya di Kota Bandung
· Penulis menggunakan teori evaluasi dari Bridgman&Davis, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teori Stufflebeam

	2. 
	Evaluasi Penerapan Area Traffic Control System (ATCS) Pada Simpang Bersinyal (Studi Kasus: Persimpangan Teling).
Penulis: Samuel S. Mamentu, Universitas Sam Ratulangi, 2019.
	· Penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis sama-sama meneliti area traffic control system

	· Metode penelitian yang digunakan penulis metode kualitatif sedangkan metode yang digunakan penelitian sebelumnya kuantitatif
· Lokasi penulis di Kota Cirebon sedangkan lokasi penelitian sebelumnya di Manado 

	3. 
	Studi Penerapan Area Traffic Control System (ATCS) Di Beberapa Simpang Kota Semarang (Studi Kasus Simpang PRPP dan Madukoro)
Penulis :Febriansyah Ramadhan, Descraredo Henky Sunyoto, Universitas Katolik Soegijapranata, 2019. 
	· Penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis sama-sama meneliti area traffic control system

	· Metode penelitian yang digunakan penulis adalah  metode kualitatif sedangkan metode yang digunakan penelitian sebelumnya kuantitatif
· Lokasi penulis di Kota Cirebon sedangkan lokasi penelitian sebelumnya di Semarang

	4.
	Efektivitas Pemanfaatan Area Traffic Control System (ATCS) dalam Pengawasan Lalu Lintas Di Kota Medan 
Penulis : Anggi Kartika Marpaung, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.
	· Metode penelitian sebelumnya dengan metode yang digunakan penulis sama yaitu metode penelitian kualitatif
	· Lokasi penulis di kota Cirebon sedangkan lokasi penelitian sebelumnya di Kota Medan


	5. 
	Implementasi Area Traffic Control System dalam Konteks Kepatuhan Berlalu Lintas di Kota Serang
Penulis : Diki Fahrul, Ronni Juwandi, RiaYuni Lestari, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2021. 
	· Metode penelitian sebelumnya dengan metode yang digunakan penulis  sama yaitu metode penelitian kualitatif
	· Lokasi penulis di kota Cirebon sedangkan lokasi penelitian sebelumnya di Kota Serang




Dari penelitian diatas, nampak bahwa penelitian sebelumnya banyak yang membahas mengenai program Area Traffic Control System. Namun demikian, penelitian penulis tersebut tidak sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik lokasi maupun teori yang digunakan. Oleh karenanya, penelitian yang penulis lakukan ini bersifat orisinil. 




2.2 [bookmark: _Toc136894037]Tinjauan Pustaka
2.2.1 [bookmark: _Toc136894038]Definisi  Evaluasi
Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus Oxford Advanced Learner,s Dictionary of Current English Evaluasi merupakan to find out, decide the amount or value yang berarti suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata-kata yang terkandung dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi dan dapt dipertanggung jawabkan.
Ralph Tyler (1949) yang dikenal sebagai yang pertama kali mengembangkan teori evaluasi modern mengungkapkan bahwa :
“Evaluation is the process of determining to what extent the educational pbjectivies are actually being realized, ia mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan bisa terealisasi.”

Menurut Lester dan Stewart (Leo Agustino, 2008;185) mengungkapkan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Anderson (dalam Arikunto, 2004) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.
Wirawan (2012:7) menjelaskan “Evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi”.

2.2.2 [bookmark: _Toc136894039]Konsep  Kebijakan Publik
Titik awal yang bagus untuk menjelaskan kata publik adalah bangsa Yunani dan Romawi. Dari bangsa Romawi kita mengambil konsep publik dan privat. Bangsa Romawi mendefiniskan kedua istilah tersebut dalam term res publica dan res priva. Gagasan publik dan privat pada masa Yunani kuno diekspresikan dalam istilah konion (yang dapat diartikan publik) dan idion (yang bisa diartikan privat). David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009) memberikan definisi kebijakan publik bahwa :
“ the autorative allocation of values for the whole society”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political system” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu maslaha tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Definisi lainnya menjelaskan bahwa kebijakan publik menurut Parker dalam Winarmo sebagai berikut:  
Suatu wilayah atau bidang tertentu dari tindakan-tindakan pemerintah sebagai subyek telaah perbandingan dan telaah yang kritis, yang meliputi antara lain beerbagai tindakan dan prinsip-prinsip yang berbeda dan menganalisis secara cermat kemungkinan hubungan sebab dan akibat dalam konteks suatu disiplin berfikir tertentu semisal ekonomi, sains atau politik. 

Pada pihak lain, Thomas R. Dye (1978; 3) merumuskan kebijakan publi sebagai semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, dari sudut pandangan Dye, kebijakan publik ini menyangkut pilihan-pilihan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu. 
Rumusan lain yang agak mirip dengan definisi Dye, dikemukakan oleh dua orang ahli, Edwards dan Sharkansky (1978:2), yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya ia adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program-program pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan.  

2.2.3 [bookmark: _Toc136894040]Tahap – Tahap Kebijakan
Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses Senyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn dalam Winarno (2007:32-34) adalah sebagai berikut:



a) Tahap Penyusuna Agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompeti si terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan- alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
[bookmark: _Toc134990224]Gambar 2. 1 Tahap – Tahap Kebijakan Publik

b) Tahap Formulasi kebijakan
Masalah yang  telah masuk ke agenda  kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah- masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing- masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing- masing aktor akan "bermain" untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
c) Tahap Adopsi Kebijakan
Dari sekian banyak  alternatif  kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
d) Tahap Implementasi Kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.


e) Tahap Evaluasi Kebijakan
Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

2.2.4 [bookmark: _Toc136894041]Konsep Evaluasi Kebijakan
Secara umum evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan penilaian atau evaluasi suatu kebijakan yang meliputi substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan fungsional. Artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi dilakukan diseluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat mencakup fase perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk memecahkan masalah kebijakan, implementasi, dan fase  dampak kebijakan.
Menurut Mulyadi (2015: 121) ,evaluasi kebijakan publik adalah salah satu tahapan dalam analisis kebijkan publik yang bertujuan untuk menilai secara keseluruhan bahwa suatu kebijakan publik yang akan, sedang dan sesudah dilaksanakan itu berhasil mencapai tujuan, sasaran dan dampak secara optimal bagi kepentingan bersama. Menurut Mulyadi (2016: 85), evaluasi kebijakan sebenernya juga membahas persoalan perencanaan, isi, implementasi dan tentu saja efek atau pengaruh dari kebijakan itu sendiri. 
Nachmias seperti yang dikutip Howlett dan Remesh (1995:169) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan sebagai tujuan yang sistematik, pemahaman empirik terhadap berbagai dampak dari kebijakan-kebijakan yang sedang berlangsung dan target program publik mereka sendiri, dalam pengertian untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud (… public policy evaluation as the objective systematic, empirical examination of the effects on going policies and public program have on their targets in terms of the goal the are mean to achieve).
Menurut Subarsono (2015:119) merupakan kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru  dapat dilakukan jika suatu kebijkan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi. Untuk dapat mengetahui outcomes, dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya 5 tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan.
Menurut Bridgman & Davis (2000) pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu : (1) Indikator Input, (2) Indikator Process, (3) Indikator Output, (4) Indikator Outcomes. Adapun penjelasannya sebagai berikut : 
1. Indikator input menfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur lainnya.
2. Indikator Process menfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
3. Indikator Output (hasil) menfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
4. Indikator Outcomes (dampak) menfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan. 
Pengertian diatas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan, dimana bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan.

2.2.5 [bookmark: _Toc136894042]Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik
Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik menurut Nugroho (2004) memiliki empat fungsi, yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting. Melalui evaluasi dapat digambarkan realitas pelaksanaan program dan generalisasi tentang pola-pola hubungan antar dimensi yang berbeda dari realitas yang diamatinya. 
a. Eksplanasi, evaluator dapat mengidentifikasikan masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
b. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diamati apakah tindakan para aktor, baik birokrasi maupun aktor lainnya, telah sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
c. Audit. Melalui evaluasi kebijakan maka dapat diketahui apakah output benar-benar telah sampai pada kelompok pengusul kebijakan, atau ada kebocoran atau penyimpangan.
d. Akunting. Melalkui evaluasi, konsekuensi ekonomi dari kebijakan tersebut dapat diketahui.

2.2.6 [bookmark: _Toc136894043]Model Evaluasi Kebijakan Publik
Dari (Cook & Scioli, 1975) setelah modifikasi, skema model evaluasi dampak dapat diklarifikasi. William Dunn (Keban,2008), mengemukakan beberapa model evaluasi kebijakan publik yang terdiri dari :
1. The Adversary Model
Para evaluator dikelompokkan menjadi dua bagian, tugas pertama adalah mempresentasikan hasil evaluasi program yang positif, dan hasil efek kebijakan yang efektif  dan baik, dan kelompok kedua berperan dalam menemukan dampak negatif, tidak efektif, gagal dan tidak tepat sasaran hasil evaluasi program. Kedua kelompok ini bertujuan untuk memastikan ketidakberpihakan dan objektivitas dari proses evaluasi. Hasilnya kemudian dievaluasi sebagai hasil evaluasi. Menurut model evaluasi ini, tidak ada efisiensi dalam data yang dikumpulkan.
2. The Transaction Model
Model ini berkaitan dengan penggunaan metode studi kasus, yang merupakan metode alami dan terdiri dari dua jenis, yaitu: evaluasi responsif yang dilakukan melalui kegiatan informal yang berulang-ulang sehingga program yang direncakan dapat digambarkan secara akurat; Evaluasi informatif bertujuan untuk mengkaji program-program inovatif guna menggambarkan dan menjelaskan pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi model ini akan berusaha mendeteksi dan mendokumentasikan pihak-pihak yang terlibat dalam program.
3. Good free model 
Model evaluasi ini bertujuan untuk menemukan dampak aktual dari kebijakan, bukan hanya untuk menentukan dampak yang diharapkan seperti yang tertuang dalam program. Dalam upaya menemukan efek yang sebenarnya, evaluator tidak perlu mempelajari secara ekstensif dan mendalam tentang tujuan program yang direncanakan. Sehingga evaluator (peneliti) dalam posisi menilai dan ada objektivitas.

2.2.7 [bookmark: _Toc136894044]Definisi Area Traffic Control System
Wishnukoro (2008) mengatakan Area Traffic Control System (ATCS) merupakan suatu sistem pengendalian simpang lalu lintas jalan raya dengan menggunakan lampu lalu lintas yang mana pengaturan lampu lalu lintas pada masing-masing simpang saling terkoordinasi, sehingga pengguna jalan mendapatkan tundaan yang minimum. Dengan penerapan ATCS atau lampu lalu lintas terkoordinasi maka akan terjadi efesiensi pergerakan dan akan meningkatkan kapasitas simpang untuk melayani lalu lintas, waktu perjalanan yang lebih pendek, penurunan tingkat resiko kecelakaan bagi penyebrang jalan serta kenyamanan pengguna jalan yang lebih baik. ATCS sangat baik diterapkan pada persimpangan yang mempunyai banyak titik konflik pergerakan lalu lintas dan volume lalu lintas yang cukup tinggi.
Putranto (2007:23) mengatakan adapun manfaat yang diperoleh dengan pengembangan ATCS sebagai berikut : 1) Meningkatkan keselamatan lalu lintas; 2) Mengurangi tingkat pemakaian bahan bakar karena berkurangnya waktu perjalanan; 3) Secara tidak langsung mengurangi polusi udara dan kebisingan; 4) Meningkatkan kualitas kehidupan perkotaan; 5) Memberikan kelancaran pelayanan bagi kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans dan lain lain.
Berdasarkan definisi diatas jelas bahwa Area Traffic Control System atau ATCS merupakan sistem pengendalian lalu lintas secara terkoordinasi disuatu wilayah, kawasan, area, daerah.
ATCS terdiri dari beberapa sistem utama yaitu: 
1. Server, Workstation yang berfungsi sebagai pusat opersional untuk memonitor dan mengontrol kondisi lalu lintas dari seluruh persimpangan dalam satu area.
2. Wallmap, yang berfungsi menyediakan informasi status dan kondisi dan Local Controller.
3. Local Controller (pengontrolan persimpangan)
4. Video  Surveilance (CCTV)
5. Vehicle Detector
2.2.8 [bookmark: _Toc136894045]Fungsi ATCS 
Fungsi ATCS, diantaranya yaitu :
1. Mengatur waktu sinyal di persimpangan secara responsif dan terkoordinasi
2. Dalam keaadaan tertentu, memberikan waktu hijau pada kendaraan yang memiliki prioritas ( Pemadam Kebakaran, Ambulance, VVIP, Konvoi, dll).
3. Menyampaikan infromasi kondisi lalu lintas dan alternatif lintasan.
4. Menyediakan rekaman lalu lintas, kejadian kecelakaan, dan kejadian lainnya yang terjadi di persimpangan.
2.3 [bookmark: _Toc136894046]Kerangka Pemikiran
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu upaya hukum untuk mengatur masyarakat dalam berkendara agar terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan manusia di ruang lalu lintas jalan.
ATCS merupakan salah satu bentuk manajemen rekayasa lalu lintas di persimpangan jalan hal ini sesuai dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 93 ayat (1) dan (2) mengenai pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas.
Merujuk pada Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 555.05 / kep.263-DKIS/2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Cirebon Cerdas (Smart City). Direpresentasikan sebagai pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengetahui, memahami, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam Kota dengan lebih efektif san efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
ATCS di Kota Cirebon sendiri diresmikan pada tanggal 02 Januari 2020 oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon Nomor 551.11 / kep.007 – LALIN/2020 tentang Pembentukan Tim Pengaturan dan Pengendalian Area Traffic Control System (ATCS) Dinas Perhubungan Kota Cirebon. 
Berdasarkan hasil pengataman sementara penulis ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan program Area Traffic Control System (ATCS) di Dinas Perhubungan Kota Cirebon, diantaranya yaitu terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang mengerti IT dalam mengelola ATCS, dari sejumlah kamera dan speaker yang terpasang di 11 titik simpang hanya 2 speaker yang berfungsi dengan baik yaitu Simpang Diklatpri dan Simpang Gunung Sari. 
Teori yang digunakan penulis sebagai pisau analisis yaitu Teori Evaluasi Kebijakan menurut Bridgman & Davis (2000) akan mengeluarkan output berupa Evaluasi Program ATCS optimal dan Evaluasi Program ATCS Belum Optimal. Hasil yang diharapkan oleh penulis yaitu terciptanya kelancaran lalu lintas, ketertiban, keselamatan berlalu lintas di persimpangan, maka upaya yang dilakukan penulis dengan mewujudkan Evaluasi Program ATCS agar lebih optimal. 



:INPUT
Evaluasi Kebijakan Area Traffic Control System (ATCS) Di Dinas Perhubungan Kota Cirebon
1. UU Nomor 22 Tahun 2009
2. SK Wali Kota Cirebon Nomor 555.05/Kep.263-DKIS/2017
3. SK Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon Nomor 551.11/kep.007-LALIN/2020
4. 
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Indikator Evaluasi Kebijakan Menurut Bridgman & Davis (2000)
1. Indikator input
2. Indikator process
3. Indikator output
4. Indikator outcomes
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Evaluasi Area Traffic Control System optimal
UPAYA 
Mewujudkan Evaluasi  Area Traffic Control System agar lebih optimal
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Terciptanya kelancaran lalu lintas, ketertiban, keselamatan berlalu lintas di persimpangan
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